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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait
dengan pengembangan proses pendaftaran, pengumuman dan
pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara termasuk
d1 lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk
melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komaisi
Pemberantasan Korups: diperlukan dasar pengaturan yang
lebih komprehensf,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara d1 Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 sudah tidak
sesuai lagt sehingga perlu disesuaikan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemenntah Kabupaten
Pacitan,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istmewa Jogyakarta (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730),



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups: (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komuisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermmtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negernt Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
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Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupst Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemenksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572),

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 90),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerntah Kabupaten
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 90) diubah

sebagai berikut

- Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut

(1)
(2)

Pasal 2

Penyelenggara Negara wajib menyampatkan LHKPN,
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

.o oe

Bupati dan Wakil Bupati,

Jabatan Pimpinan Tingg: (JPT) Pratama,

Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas di ingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Pacitan,



e Jabatan Fungsional hasil penyetaraan di ingkup Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Pacitan,

f Jabatan Pengawas di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten
Pacitan,

g Jabatan Fungsional hasil penyetaraan di lingkup Dinas
Pendidikan Kabupaten Pacitan,

h Pejabat Fungsional di ingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan,

1 Pejabat di ingkup Badan Usaha Milik Daerah,

] Auditor di ingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan,

k Pejabat Pemenksa Urusan Pemerintah Daerah di lingkup
Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan,

1 Ajudan, dan

m Staf Khusus Bupat

Pasal II
Peraturan Bupati im1 mula: berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
11 dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 -6 - 2023

BUPATI PACITAN
ttd
INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd
HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 58

AN ;/é Sos, M S1
Zad qmblna TlngkatI
NIP“‘196/ 0303 198903 1 006




